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BAB IVPAPARAN HASIL PEMBAHASAN 

PAPARAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Paparan Data 

1. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 

a. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dibentuk berdasarkan 

Ordonatic sadblat 1882-152 tentang Peradilan Agama di pulau Jawa 

dan Madura. Kemudian terjadi perubahan wilayah hukum Pengadilan 

Agama Kab. Kediri berdasrkan SK Menteri Agama Nomor : 232/1989 

tanggal 1 Januari 1989, Karena dengan berdirinya Pengadilan Agama 

Kodya Kediri dengan SK yang sama.  

b. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. 

1) Masa sebelum penjajahan(tidak diketemukan data tentang hal ini). 

2) Masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang (tidak 

diketemukan data tentang hal ini). 

3) Masa kemerdekaan, pada masa ini Pengadilan Agama Kediri 

dibentuk dan baru pada tahun 1951 yaitu dengan undang-undang 

No.1 tahun 1951 yang menjadi undang-undang No. 1 tahun 1961, 

Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya, disusul dengan 

UU No. 19 tahun 1964 yang kemudian digantikan dengan UU No. 

14 Tahun 1970 LN 1970-74 Peradilan Agama diakui sebagai salah 

satu dari empat Peradilan Negara yang sah. 
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4) Masa berikutnya UU No. 1 / 1974, pada masa ini fungsi pengadilan 

Agama bertambah, sebab dengan lahirnya UU ini dimana segala 

jenis perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam 

menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikanya. 

5) Masa berlakunya UU No. 7/1989, dengan berlakunya UU ini 

Pengadilan Agama semakin mantap dalam menjalankan tugas 

dalam menyelesaikan perkara. 

c. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 

1) Lokasi dan luas Kabupaten Kediri 1.386.05 Km2 atau 138.605 ha 

2) Secara Astronomis KabupatenKediri terletak antara: 

a)   11147‟05-11218‟20 Bujur timur 

b) 736.12-80‟32 Lintang selatan. 

3) Secara Geografis atau secara Administrative (kewilayahan ) 

Kabupaten Kediri berbatasan sebagai berikut : 

a) Sebelah Utara Daerah TingkatII Kabupaten Jombang dan 

Kabupaten Nganjuk 

b) Sebelah Selatan Daerah Tingkat II Kbupaten Blitar dan 

Kabupaten Tulungagung. 

c) Sebelah Timur Daerah Tingkat II Kabupaten Malang dan 

Kabupaten Jombang 

d) Sebelah Barat Tingkat II Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten 

Tulungagung  

 



67 

 

 
 

4) Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri meliputi:  

a) Kecamatan Ngasem. 

b) Kecamatan Gampengrejo. 

c) Kecamatan Pagu. 

d) Kecamatan Gurah. 

e) Kecamatan Ngadiluwih. 

f) Kecamatan Kayen Kidul. 

g) Kecamatan Grogol. 

h) Kecamatan Tarokan. 

i) Kecamatan Semen. 

j) Kecamatan Mojo. 

k) Kecamatan Kras. 

l) Kecamatan Kandat. 

m) Kecamatan Wates 

n) Kecamatan Ngancar. 

o) Kecamatan Plosoklaten. 

p) Kecamatan Pare 

q) Kecamatan Badas 

r) Kecamatan Puncu 

s) Kecamatan kepung 

t) Kecamatan kandangan 

u) Kecamatan plemahan 

v) Kecamatan kunjang 



68 

 

 
 

w) Kecamatan Purwoasri. 

x) Kecamatan Papar. 

y) Kecamatan Banyakan. 

z) Kecamatan Ringinrejo 

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kediri 

 

e. Visi Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengacu pada visi 

Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara 

Indonesia, yaitu “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA 

KABUPATEN KEDIRI YANG AGUNG”. Untuk mencapai visi 

tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut : 

1) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 
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2) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan. 

3) Meningkatkan Kwalitas kepemimpinan badan Peradilan. 

4) Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi badan Peradilan. 

 

f. Hasil Wawancara  

Salah satu perkara yang menjadi kewenangan bagi 

Pengadailan Agama dalam bidang perkawinan adalah dispensasi 

kawin. Perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten 

Kediridari kurun waktu 2017 sampai tahun 2019 mengalami 

penurunan dan peningkatan, penyebab pengajuan dispensasi kawin 

adalah faktor kehamilan, lingkungan, pendidikan. Salah satu perkara 

yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Agama dalam bidang 

perkawinan adalah dispensasi kawin.  

Hasil wawancara yang diterangkan oleh bapak Moch Anwar 

Musadad sebagai berikut: 

Perkara dispensasi kawinpada tahun 2017 sampai 2019 ini 

mengalami peningkatan pada setiap tahunya. Faktor 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten 

ini antara lain faktor kekwatiran orangtua, pendidikan rendah, 

lingkungan, dan faktor hamil duluan. Faktor hamil duluan 

menjadi penyebab banyaknya permohonan dispensasi kawin di 

Kabupaten Kediri ini. Jadi gini mbk si anak laki-laki dan 

perempuan ini melakukan hubungan suami istri, kemudian si 

perempuan hamil, sedangkan umur mereka masih dibawah umur 

menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 

untuk melangsungkan sebuah pernikahan
85
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Hasil wawancara dengan Bapak Hakim Drs. Moch Anwar Musadad, M.H., pada 29 juni 

2020 pukul 11:10 WIB 
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Rekapan Perkara Dispensasi Kawin 2017 Sampai 2019
86

 

 

No 

 

Tahun 

Rekapan 

 

Jumlah 

 

Perkara 

1 2017 21 Dispensasi Kawin 

2 2018 158 Dispensasi Kawin 

3 2019 253 Dispensasi Kawin 

 Jumlah 423 Dispensasi Kawin 

 

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah perkara 

permohonan dispensasi kawin Nomor 0324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr. 

Perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada 

tanggal 11 September 2019 yang dimohonkan oleh Ibu dari calon 

suami yang selanjutnya disebut Pemohon. Pemohon mengajukan 

permohonan dispensasi kawin untuk anak laki-lakinya yang berusia 

kurang dari 19 tahun. Permohonan dispensasi kawin harus diajukan 

oleh orang tua atau wali dari calon suami atau istri yang belum cukup 

umur. Berdasarkan  pasal 7 ayat (1) UUP tahun 1974 tentang 

Perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 

tahundan pihak wanita telah berumur 16 tahun. Jika mereka ingin 

melakukan perkawinan maka mereka harus mengajukan permohonan 

dispensasi kawin ke Pengadilan Agama bagi yang beragam islam dan 
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Dokumentasi Rekapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten 

Kediri, diperoleh tanggal 16 oktober 2020 pukul 10:15 WIB 
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Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain islam. Pengajuan 

permohonan dispensasi kawin oleh orangtua pemohon (laki-

laki/perempuan).  

Tentang gambaran perkara dispensasi kawin perkara nomor 

0324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr, Bapak Moch. Anwar Musadad selaku 

hakim yang menangani perkara ini: 

Karena ditolak oleh KUA Kecamatan xxxx Kabupaten Kediri, 

seorang ibu yang mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya 

yang akan menikah, tapi usia anaknya ini masih belum boleh 

untuk melangsungkan perkawinan karena masih berumur 16 

tahun 6 bulan, menurut Undang-undang perkawinan minimal 

usia perkawinan adalah sudah berusia 19 tahun bagi laki-laki. 

Jadi ibu ini meminta Pengadilan untuk menetapkan dispensasi 

kawin kepada anaknya agar bisa melangsungkan perkawinan, 

dalam permohonannya pemohon menyatakan jika anaknya 

sudah siap untuk menjadi seorang suami yang 

bertanggungjawab namun belum mempunyai pekerjaan. 

Perkawinan ini sangat mendesak untuk segera dilangsungkan 

karena calon sitrinya sudah hamil sekitar 5 bulan, dan antara 

calon suami dan calon istri ini tidak ada larangan untuk 

melakukan perkawinan karena tidak mempunyai hubungan 

nasab dan bukan hubungan persusuan. Yang intiya ibunya 

ingin anaknya cepat melangsungkan perkawinan.
87

 

 

Tentang duduk perkara lebih jelasnya yang termuat dalam 

penetapan perkara Nomor 034/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr
88

 adalah 

sebagai berikut:  

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat 

permohonannyatertanggal 11 September 2019 yang terdaftar di 
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Hasil wawancara dengan Bapak Hakim Drs. Moch Anwar Musadad, M.H., pada 29 juni 

2020 pukul 11:10 WIB 
88

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, diperoleh pada tanggal 29 juni 

2020 pukul 11:35 WIB 



72 

 

 
 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 

324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 11 September2019, 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung : 

Nama : XXXXX bin XXXX 

Umur : 27 Februari 2003 ( umur 16 tahun, 6 bulan ), 

Agama Islam 

Pekerjaan : Belum bekerja 

Tempat kediaman : Kabupaten Kediri, 

dengan calon istrinya : 

Nama : XXXX binti XXXXX 

Umur : 17 tahun, Agama Islam 

Pekerjaan : Belum Kerja 

Tempat kediaman : Kabupaten Kediri 

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, 

Kabupaten Kediri; 

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut 

baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan 

perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat 

usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 

untuk menikah, karena anak Pemohon baruberusia 16 tahun, 6 

bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh 
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Kantor Urusan Agama Kec. XXXX, Kabupaten Kediri dengan 

Surat Nomor: B 396/Kua.13.33.16/PW.01/08/2019 tanggal 23 

Agustus 2019 

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan 

karenacalon pengantin perempuan telah hamil kurang lebih 5 

bulan; 

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak 

adahalangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak 

mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara 

sepersusuan; 

5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig dan 

sudah siapuntuk menjadi seorang suami yang yang bertanggung 

jawab namun belum mempunyai pekerjaan; 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Ketua 

PengadilanAgama Kab. Kediri cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk 

segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya 

menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut : 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah 

dengan calon istrinya bernama XXXXXX binti XXXXXX; 

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; 

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anaknya beserta calon 

istrinyatelah hadir dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah 
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memberikan nasehat agar mereka menunda rencana pernikahan 

anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia 

minimal untuk menikah, akan tetapi mereka tetap pada 

permohonannya, maka oleh karena itu dibacakanlah permohonan Para 

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan; 

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, 

anak Para Pemohon memberikan keterangan bahwa ia telah siap untuk 

menjadi suami yang bertanggung jawab, demikian juga calon istrinya 

menyatakan telah siap menjdi istri yang baik; 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya 

Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX bertanggal 30-

06 – 2012atas nama Pemohon I yang dibuat oleh Kabupaten Kediri 

Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti 

P.1); 

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXX bertanggal 

28-08-2012 atas nama Pemohon II yang dibuat Kabupaten Kediri, 

bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.2); 

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan 

persyaratan Nomor : XXXXXXX tanggal, 23 Agustus 2019 yang 

dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok 

dengan aslinya, (bukti P.3); 
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4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXXXXX tanggal, 

23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala 

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kediri, 

bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.4); 

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXXXX bertanggal 12 Maret 

2003, atas nama XXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh 

Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota XXXXX, 

bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.5); 

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX bertanggal 09-08-

2016 atas nama kepala keluarga (Pemohon I) yang dibuat oleh 

Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok 

dengan aslinya,(bukti P.6); 

Bahwa Foto Copy bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, 

telah dinazegelen dan bermeterai cukup, dan semuanya telah 

disesuaikan dengan aslinya; 

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyampaikan 

kesimpulan yang pada pokoknya mereka tetap pada permohonannya 

danmereka sudah mencukupkan keterangannya dan oleh karenanya 

mereka mohon keputusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, 

Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dari penetapan ini; 
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para 

Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; 

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada 

pokoknya adalah mereka hendak menikahkan anaknya, tetapi karena 

umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah dan kehendak 

Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah 

pada Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk itu mereka 

memohon diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya dengan 

seorang perempuan (calon istrinya) yang bernama (Reine Sukma 

Permatahati binti Kunto Wibisono); 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, 

P.4, P.5 dan P.6, terbukti benar bahwa anak laki-laki (calon suami) 

yang bernama (XXXXXX) adalah anak kandung Para Pemohon, dan 

umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah seperti 

disyaratakan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

Tentang Perkawinan 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka penolakan 

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kediri 

cukup beralasan karena Anak Pemohon nyata-nyata masih dibawah 

umur minimal untuk menikah ; 
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Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal 

sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh FAKTA yang 

nyata, bahwa ; 

(1).--------------------------------------------------------------------------------

Bahwa anak Pemohon nama XXXXXX usianya saat ini 16 tahun 6 

bulan ; 

(2).--------------------------------------------------------------------------------

Bahwa anak Pemohon nama XXXXXX tidak mempunyai pekerjaan; 

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta tersebut di atas 

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) 

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan hanya diijinkan 

apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah 

berumur 16 tahun, namun ketentuan tersebut berdasarkan ayat 2 dapat 

disimpangi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin pada 

Pengadilan ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersbut diatas, 

permohonan para Pemohon secara formal dapat dibenarkan, namun 

untuk dapat dikabulkannya harus memenuhi syarat sebagaimana 

hadits Nabi SAW : 

Artinya :Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sangup kuasa 

akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka 

hendaklahkamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat 
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menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora 

syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia 

berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. 

(Mughnil Muhtaj III : 125) 

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits tersebut diatas, jika 

dicermati setidak-tidak terdapat persyaratan bagi seseorang yang 

hendak menikah, yaitu adanya kemampuan bagi calon suami secara 

finansial (al-baah) ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti anak 

para Pemohon yang bernama Ega Brian Ardana bin Irkan Nurjadin 

yang baru berumur 16 tahun 6 bulan belum bekerja, sehingga jika 

dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, disamping anak para Pemohon masih 

dalam kategori anak dan juga anak para Pemohon tersebut belum 

mempunya kemampuan secara financial (al-baah) ; 

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 (satu) 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 

suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), 

karenanya dalam perkawinan persyaratan kemampuan calon seorang 

suami secara finansial (al-baah) sangat diperlukan ; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

diatas, karena anak para Pemohon yang bernama Ega Brian Ardana 

bin Irkan Nurjadin tersebut masih tidak memiliki kemampuan finasial, 

maka untuk menghidari kemadharatan yang lebih besar bagi kedua 

calon mempelai permohonan para Pemohon patut ditolak. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

, maka biaya dalam perkara a-quo dibebankan kepada Para Pemohon; 

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan Hukum Syara‟ yang berkaitan dengan perkara ini; 

331.000 tiga ratus tiga puluh satuM E N E T A P K A N 

1. Menolak permohonan para Pemohon; 

2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga 

kinidihitung sebesar Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam 

ribu rupiah ). 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

selain surat permohonan ada beberapa persyaratan yang harus 

dipenuhi pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin 

yaitu: surat ditolak dari KUA setempat, surat permohonan dispensasi 

kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, foto copy ktp 



80 

 

 
 

pemohon, foto copy akta kelahiran dari kedua mempelai, dan foto 

copy kartu keluarga. 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak Munasik 

mengenai persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin 

sebagai berikut: 

Jadi gini mbk, syarat-syarat untuk pengajuan permohonan  

dispensasi kawin itu ada banyak yaitu: surat ditolak dari kua 

setempat, surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan 

kepada Ketua Pengadilan Agama,foto copy ktp pemohon 1 

(satu) lembar, foto copy akta kelahiran dari kedua mempelai, 

foto copy kartu keluargadan juga syarat-syarat tersebut harus 

bermaterai agar bisa digunakan untuk bukti tertulis di 

persidangan
89

 

 

Perkara permohonan dispensasi kawin merupakan perkara 

permohonan yang hanya melibatkan salah satu pihak dan tidak ada 

lawannya atau sering disebut dengan voluntair, untuk proses 

persidangan perkara Nomor 0324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr menurut 

Bapak Moch Anwar Musadad adalah persidangan dispensasi kawin 

dalam keadaan hamil yang mana persidangan tersebut tidak ada yang 

berbeda dengan sidang-sidang perkara permohonan pada umumnya.  

Beliau memaparkan sebagai berikut: 

Kemudian untuk proses sidangnya sama seperti sidang-sidang 

perkara permohonan yang lainnya tidak ada pengecualian untuk 

permohonan dispensasi kawin dalam keadaan hamil, mulai dari 

sidang pertama pembacaan permohonan, kemudian dilanjutkan 

dengan sidang-sidang berikutnya pembuktian-pembuktian baru 

yang terakhir nanti penetapan. Untuk perkara ini kadang agak 

lama ya kadang cepat mbak, ini tergantung dari kwalitas 

perkaranya, selain itu juga kesiapan dari pemohon dalam 

                                                           
89

Hasil wawancara dengan Bapak Hakim Drs. Munasik, M.H., pada 13 Oktober 2020 

pukul 13:20 WIB 
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persidangan, yang kadang lama itu jika alat buktinya belum siap, 

saksinya terlambat datang, untuk perkara ini pembuktiannya 

dilakukan berulang kali, karena hakim tidak menetapkan suatu 

perkara dengan terburu-buru dan setiap persidangan hakim juga 

harus memberikan nasehat kepada pemohon, jika bisa pemohon 

mengurungkan niat agar anaknya menikah pada usia yang sudah 

cukup.
90

 

 

Dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara yang 

ditangani hakim harus mempunyai dasar hukum dari perkara yang 

ditangani yang beralasan hukum. Yang menjadi dasar hukum 

pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara Nomor 

0324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr yaitu pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 “usia minimal menikah bagi seorang 

laki-laki 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan”, Undang-undang 

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) 

yang menjelaskan tentang usia yang termasuk dalam kategori usia 

anak yaitu 18 tahun.  

Berikut keterangan yang disampaikan oleh bapak Moch Anwar 

Musadad: 

Jadi dasar hukum yang ada di peradilan itu otomatis UU yaitu 

Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 

(1) minimal usia  perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya 

diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak 

wanita berumur 16 tahun”. Perkara permohonan ini masuk pada 

tanggal 11 september 2019 dan diputuskan tanggal 24 september 

2019, dan belum ada Undang-Undang baru yang mengganti 

UUP Tahun 1974 jadi masih menggunakan UU Nomor 1 Tahun 

1974 pasal  ayat (1). Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya 

perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur. Dengan 

adanya ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini 
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dimaksudkan agar calon suami isteri yang akan melangsungkan 

perkawinan sudah matang jiwa raganya, sehingga dapat 

membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir 

dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan 

sehat dan bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawadah 

warohmah kekal abadi. Akan tetapi di ayat selanjutnya 

dijelaskan jika sudah ada dispensasi kawin dari pengadilan 

boleh melangsungkan perkawinan. Akan tetapi Undang-undang 

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 

(1) yang menjelaskan tentang usia yang termasuk dalam 

kategori usia anak yaitu 18 tahun.
91

 

 

Selain dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

menetapkan perkara Nomor 0324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr ada 

beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim lainnya, seperti usia 

anak pemohon yang masih dibawah umur, kemampuan anak pemohon 

untuk menjadi suami dan membina rumah tangga, kemampuan suami 

dalam hal finansial (al-baah). 

Seperti yang disampaikan oleh bapak Moch Anwar Musadad: 

Pertimbangannya itu hakim memandang semua sisi bukan dari 

salah satu sisi, calon suami ini masih belum cukup umur, 

usianya masih 16 tahun 6  bulan, di usia itu sangat dini jika 

harus sudah terikat dalam perkawinan, kemudian hakim 

memandang bahwa calon suami ini tidak mampu untuk menjadi 

seorang suami, belum mempunyai kemampuan secara finansial 

(al-baah), nabi juga memerintahkan umatnya untuk menikah 

jika sudah mampu, karena ia dapat menundukkan pandangan 

dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu 

hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Tetapi si 

calon suami belum bekerja, lalu bagaimana caranya si calon 

suami tersebut mau memenuhi kewajiban dan tanggung 

jawabnya sebagai seorang suami. Jika perkara ini dikabulkan 

maka akan menimbulkan permasalahan yang lain.
92
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Tetapi bapak Munasik mempunyai pendapat lain mengenai 

perkara ini: 

Jadi gini laik untuk perkara deka ini pertimbangan pertama 

yangdigunakan hakim pasti Undang-Undang Nomor 1 pasal 7 

tahun 1974 yang isinya kurang lebih “perkawinan hanya 

diizinkan jika si calon laki-laki berumur 19 tahun dan si calon 

perempuan berumur 16 tahun”. Yang kedua yaitu pasal 23 tahun 

20202 tentang perlindungan anak yang isinya “yang masih 

disebut anak-anak adalah yang masih berumur kurang dari 18 

tahun”. Yang ketigaini seharusnya ya majlis hakim yang 

menangani ini mengabulkan bukan menolaknya. Kalau saya 

menjadi majlis hakim yang menangani ini pasti saya kabulkan 

karena kasian anak yang dikandung si calon istri ketika anak itu 

lahir dia tidak mempunyai bapak, jadi kasihan anak tersebut 

menjadi omongan tetangga dan ketika dia besar nanti akan 

dikucilkan oleh teman-temannya. Jadi kalau ditolak akan banyak 

mafsadahnya ketimbang manfaatnya
93

 

 

Dari persidangan perkara Nomor 

0324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr., dengan berbagai pertimbangan-

pertimbangannya hakim berkesimpulan bahwa dalil pemohon yang 

menyatakan bahwa anak pemohon sudah siap untuk menjadi suami 

atau kepala rumah tangga yang bertanggung jawab tidak terbukti 

kebenarannya menurut hukum, maka hakim menolak permohonan 

pemohon.  

Dengan tidak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin 

Nomor 0324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr., tentunya akan menimbulkan 

berbagai dampak bagi pemohon, namun terkait dampak yang 

ditimbulkan bukan lagi menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama 
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Kabupaten Kediri, karena tugas Pengadilan hanya menerima, 

memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.  

Hal ini disampaikan oleh Bapak Moch Anwar Musadad: 

Jadi gini mbk,majlis hakim hanya berwenang untuk memeriksa, 

mengadili dan memutus suatu perkara. Majlis hakim hanya 

sebatas mengabulkan atau menolak perkara tersebut. Jadi untuk 

akibat ditolaknya perkara ini ya tergantung pada lingkungan si 

perempuan dan laki-lakiitu.
94

 

 

Setiap perkawinan harus dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah 

berdasarkan dengan amanat dari Undang-undang Perkawinan tahun 

1974. Setiap calon pasangan suami istri yang akan menikah harus 

memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah, tujuan dari pecatatan 

nikah dimaksudkan agar tertib administrasi dan perkawinannya 

mendapat pengakuan dari negara atau mempunyai kekuatan hukum 

yang sah. Dalam perkara Nomor 0324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr.,hakim 

menolak permohonannya, akibatnya pasangan calon suami istri tidak 

dapat melakukan pernikahan secara sah menurut hukum agama dan 

hukum negara. Pernikahan dapat dilakukan secara agama dengan 

catatan apabila syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi.  

Bapak Moch Anwar Musadad sebagai informan mengatakan: 

Sebelum mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, berati 

kan sudah mendapat penolakan dari KUA setempat yang 

berwenang untuk mencatat perkawinan, kalau ditolak berati 

tidak dapat melangsungkan menikah dan mencatatkan 

perkawinannya, maka dari itu mereka mengajukan permohonan 

dispensasi kawin kesini, kalau Pengadilan mengabulkan berati 

dapat melangsungkan perkawinan dan dicatat oleh KUA, kalau 
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ditolak seperti kasus ini kan tidak dapat menikah dan tidak 

dicatatkan. Ya, kalau memang solusinya harus menikah ya 

gakpapa menikah secara agama selama syarat dan rukun dari 

pernikahan sudah terpenuhi oleh calon suami dan calon istri, 

kalau secara agama kan tidak ada syarat batas minimal usia kan, 

diukur dari baligh apa belum begitu. Kalau mereka sudah 

melakukan pernikahan siri terus pernikahannya langgeng 

berjalan sampai mereka sudah dewasa dapat mengajukan isbat 

nikah, kembali lagi kesini mengajukan permohonan lagi.
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B. Temuan Penelitian 

Berdasarkan paparan data yang telah diperoleh peneliti, peneliti 

telah menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan “Pertimbangan 

Majelis Hakim Menolak Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil di 

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Perkara Nomor 

324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr). Ada beberapa data yang perlu peneliti 

uraikan terkait dengan isi paparan data.adapun data yang perlu diuraikan 

peneliti adalah  hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Kediri mengenai pertimbangan majelis hakim menolak 

dispensasi kawin. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan dua hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ada perbedaan pertimbangan dalam 

menetapkan kesimpulan tersebut, satu hakim perbendapat menolak 

permohonan dispensasi kawin ini, dan salah satu hakim yang lain 

mengabulkan permohonan dispesasi kawin ini dengan berbagai 

pertimbangn. Yakni: 

                                                           
95

Ibid., 



86 

 

 
 

1. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh ibu dari calon pengantin 

laki-laki, karena usia anak pemohon belum mencapai batas minimal 

usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu 19 tahun 

sehingga untuk melaksanakan pernikahan harus mendapat dispensasi 

dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.  

2. Dasar dispensasi kawin adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak.  

3. Hakim dalam menolak pemohonan dispensasi kawin didasarkan atas 

beberapa pertimbangan, yaitu dasar hukum yang digunakan untuk 

menyelesaikan perkara yang beralasan hukum, yang kedua 

pertimbangan dalam fakta-fakta persidangan. Dari paparan data yang 

telah disampaikan inti dari tidak dikabulkannya permohonan 

dispensasi kawin tersebut karena Hakim menilai bahwa anak pemohon 

belum cukup umur, belum mampu untuk menjadi seorang suami atau 

kepala rumah tangga karena belum bekerja dan belum mampu secara 

finansial (al-baah).  

4. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang lain 

tentang pertimbangan yang seharusnya majelis hakim mengabulkan 

permohonan dispensasi ini adalah calon istri sudah dalam keadaan 

hamil, ketika anak itu sudah lahir dia tidak mempunyai bapak, 

sehingga anak itu menjadi buah bibir tetangga dan ketika dia besar 

nanti akan dikucilkan oleh teman-temannya. Sehingga jika perkara ini 
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dikabulkan maka akan banyak manfaatnya daripada mafsadahnya, dan 

jika perkara ini ditolak oleh majlis hakim, sehingga akan banyak 

mafsadahnya daripada manfaatnya. 

5. Hakim tidak berwenang atas dampak yang dari penolakan dispensasi 

kawin tersebut, kewenangan hakim hanya sebatas menerima, 

memeriksa, mengadili dan memtus perkara tersebut.  

 

  


